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Abstract

The research explores how people with paraplegia, a disability caused
by the 2006 eartquake in Bantul Regency, Indonesia, access public
services. They have spinal injuries that affect their mobility. It is crucial
for ensuring access to public services for people with paraplegia is
vital for their post-disaster recovery and resilience. The research uses
a mixed method by combining data collected through a survey and
in-depth interviews, observation, and documentation studies. The
research involved 44 people with paraplegia as primary data sources.
The research finds that, (1) Health services are free and the bulildings
are wheelchair friendly for people with paraplegia; (2) Education
services are available, but not inclusive and segregate students with
disabilities; (3) Places of worship and mobility infrastructure are mostly
accessible, but some need improvement.

Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana penyandang paraplegia, suatu
disabilitas yang disebabkan oleh gempa bumi tahun 2006 di Kabupaten
Bantul, Indonesia, mengakses layanan publik. Mereka mengalami
cedera tulang belakang yang mempengaruhi mobilitas mereka. Sangat
penting untuk memastikan akses layanan publik bagi penyandang
paraplegia demi pemulihan dan ketahanan pasca bencana. Penelitian
ini menggunakan metode campuran dengan menggabungkan data yang
dikumpulkan melalui survei dan wawancara mendalam, observasi, dan
studi dokumentasi. Penelitian ini melibatkan 44 penyandang paraplegia
sebagai narasumber data primer. Hasil penelitian ini menemukan bahwa,
(1) Layanan kesehatan dapat diakses secara gratis dan bangunan ramah
bagi pengguna kursi roda termasuk penyandang paraplegia; (2) Layanan
pendidikan tersedia, tetapi belum inklusif dan memisahkan siswa dengan
disabilitas; (3) Tempat ibadah dan infrastruktur mobilitas sebagian besar
dapat diakses, tetapi beberapa perlu perbaikan.
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A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan terhadap bencana karena terletak
di atas zona tektonik yang kompleks, yakni pertemuan antara Lempeng Eurasia, In-
do-Australia, dan Pasifik (Pribadi dkk., 2021). Bencana yang kerap melanda negara
Indonesia adalah banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, dan
tanah longsor (Suarmika dkk., 2022). Berdasarkan data dari BNPB (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana) pada tahun 2016, bahwa dalam 10 tahun terakhir terjadi
1.800 bencana dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Gempa bumi
adalah salah satu bencana yang memberikan dampak paling besar baik dari jumlah
korban (Mota-Santiago dkk., 2023) maupun kerugian ekonomi (Yumarni, 2018).

Gempa bumi merupakan bencana geologi yang dapat menimbulkan bencana
yang lainnya yaitu tsunami, tanah longsor, dan erupsi gunung berapi (Parwanto &
Oyama, 2014). Kerusakan parah dan korban meninggal dunia akibat gempa yang
terjadi cukup banyak. Bedasarkan data yang dihimpun oleh penulis dari berbagai
sumber bahwa di Indonesia sejak tahun 1983 hingga 2018 terjadi sebanyak 37 kali
gempa besar di atas 5 SR. Gempa bumi terbesar terjadi di Aceh (2004) mengakibatkan
korban tewas sebanyak 131.028 jiwa dan 37.000 jiwa dinyatakan hilang (Amri dkk.,
2016). Diurutan kedua yaitu gempa bumi di Papua (1976) menyebabkan 9.000 orang
tewas, dan urutan ketiga gempa bumi di DIY (2006) menyebabkan 6.234 orang tewas
(Hanjarwati dkk., 2020).

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang rawan terhadap
bencana alam (Worosuprodjo, 2016). Berdasarkan hasil kajian indeks risiko bencana
Provinsi DIY termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 165 (Amri dkk., 2016).
Pada Tahun 2006, Daerah Istimewa Yogyakarta diguncang gempa bumi tektoknik
dengan kekuatan 5,9 SR di pagi hari dengan jumlah korban tewas sebanyak 6.234
jiwa (DetikNews, 2006). Menurut WHO, korban yang mengalami luka parah dan
membutuhkan rehabilitasi berjumlah 1.754 jiwa, yang terdiri dari korban yang
mengalami cedera tulang belakang dan pasien yang membutuhkan rehabilitasi
(Hanjarwati, 2020). Kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan korban jiwa
yang paling banyak pada peristiwa gempa bumi 2006. Hal tersebut dipengaruhi
oleh kondisi Kabupaten Bantul yang padat penduduk dan wilayah daratannya dekat
dengan pusat gempa yakni Sesar Opak (Haryana dkk., 2013).

Korban yang mengalami luka parah yaitu cedera tulang belakang, amputasi
kaki/tangan, fraktur fremur, patah punggung, dan cedera tulang belakang, saat ini
hidup sebagai difabel. Kondisi yang paling parah adalah korban dengan cedera tulang
belakang yang dalam penelitian ini disebut penyandang paraplegia. Cedera tulang
belakang merupakan kondisi buruk yang menyebabkan orang sehat menjadi lumpuh
karena cedera traumatis (Gupta & Raja, 2017). Penyandang paraplegia mengalami
kelumpuhan sehingga dalam sisa hidupnya banyak mengalami keterbatasan (Setiawan

INKLUSI Journal of Disability Studies, Volume 10, Number 2, 2023



Aksesibilitas Layanan Publik bagi Penyandang Paraplegia Korban Bencana Gempa Bumi DIY di Kab. Bantul| 161

dkk., 2012). Penyandang paraplegia seringkali mendapat stigma dari masyarakat
karena mengalami kesulitan dan bergantung pada bantuan orang lain (Alam & Bryant,
2016). Penyandang paraplegia yang menjadi difabel baru juga terus menghadapi
hambatan untuk mengakses layanan publik (Cahyono, 2017). Kondisi difabel
tersebut merupakan kondisi baru sehingga membutuhkan banyak adaptasi dalam
segala hal. Dengan demikian jelas terlihat bahwa disabilitas yang menggunakan kursi
roda seperti penyandang paraplegia membutuhkan aksesibilitas (Ubani dkk., 2013).
Kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang paraplegia sangat penting untuk menjalani
kehidupan yang mandiri, bermartabat, serta berkontribusi terhadap kehidupan sosial
(Sudiatmaka dkk., 2020).

Penelitian Zhang, dkk menunjukkan bahwa penyandang disabilitas termasuk
penyandang paraplegia yang menghadapi hambatan dalam mengakses layanan publik
memiliki risiko yang lebih besar untuk dikucilkan secara sosial (Zhang dkk., 2023).
Lingkungan fisik yang tidak dapat diakses, kurangnya mobilitas dan transportasi, tidak
tersedianya alat bantu dan teknologi, dan layanan yang tidak dapat diakses selain
menyebabkan penyandang paraplegia dikucilkan juga dapat menghambat partisipasi
yang setara dalam kegiatan sosial (Garg dkk., 2022), sehingga hal tersebut dapat
berdampak negatif terhadap kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, dan pekerjaan
mereka (Kim & Fienup, 2022). Terhambatnya akses layanan bagai penyandang
disabilitas secara umum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi mereka (Eide
dkk., 2015), sebagaimana ditetapkan dalam konvensi PBB tentang HAM dan dalam
kebijakan di Indonesia yakni UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang
Disabilitas.

Undang-undang tentang Penyandang Disabilitas tersebut dalam pasal 18
menegaskan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh manfaat
pelayanan publik. Kemudian dari pasal 18 tersebut diturunkan melalui regulasi yang
berupa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas, Pelayanan
Publik dan Perlindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Aksesibilitas yang
didefinisikan oleh peraturan tersebut dan beberapa penelitian adalah sebuah
kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan
kesamaan kesempatan (Maftuhin, 2017; Ristiyanti, 2020). Menurut penelitian
ini, konsep aksesibilitas diinterpretasikan dengan menggunakan karakteristik
aksesibilitas yang digagas oleh Bhat, yaitu keamanan, kemudahan, kenyamanan, dan
estetika (Bhat dkk., 2000).

Permasalahan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas telah dibahas melalui
wawancara, FGD, dan studi literer (Hasanah, 2017) dalam kajian penelitian terdahulu.
Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan publik belum
maksimal diakses oleh para penyandang disabilitas (Dawud dkk., 2019; Mayarni
dkk., 2018; Mutia & Rinaldi, 2017; Wicaksono dkk., 2019). Hambatan yang telah
teridentifikasi misalnya dalam melakukan perjalanan maupun mengakses layanan
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ke sekolah, layanan kesehatan, dan akses pekerjaan (Zhang dkk., 2023). Belum
maksimalnya akses fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dikarenakan konsep
desain universal belum diterapkan dalam bangunan fasilitas publik (Dawud dkk.,
2019). Selain itu, terhambatnya keoptimalan akses layanan publik juga dipengaruhi
oleh sumber daya manusia yang kurang profesional, fasilitas yang terbatas, dan dana
yang minim (Mutia & Rinaldi, 2017).

Menurut penelitian terdahulu, penyandang disabilitas menyampaikan beberapa
masalah dan pengalaman yang menghalangi hak dalam memperoleh akses layanan.
Namun, dalam penelitian tersebut belum diverifikasi dengan penilaian lapangan
terhadap fasilitas untuk aksesibilitas (Garg dkk., 2022). Beberapa penelitian hanya
melibatkan sedikit jumlah dari penyandang disabilitas sehingga kesulitan dalam
mengeksplorasi aksesibilitas dalam sampel besar atau dengan metode kuantitatif
(Zhang dkk., 2023). Ragam disabilitas yang dibahas pada penelitian sebelum ini
merupakan penyandang disabilitas secara umum, sementara ada penelitian ini fokus
membahas aksesibilitas untuk ragam disabilitas fisik yakni penyandang paraplegia.
Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi aksesibilitas layanan
publik bagi difabel baru yakni penyandang paraplegia korban bencana gempa bumi
DIY tahun 2006 melalui metode campuran dengan sampel besar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mix methode) yakni dengan
menggabungkan metode survei dengan wawancara mendalam, observasi, dan analisis
dokumen. Penelitian dilakukan di enam kecamatan di Kabupaten Bantul. Enam
kecamatan ini dipilih karena memiliki jumlah korban gempa bumi yang menderita
cedera tulang belakang (penyandang paraplegia) paling banyak di antara sebelas
kecamatan lainnya di Kabupaten Bantul. Enam kecamatan yang menjadi sampel
penelitian yaitu Kecamatan Pundong, Kecamatan Piyungan, Kecamatan Sewon,
Kecamatan Jetis, Kecamatan Pleret, dan Kecamatan Bambanglipuro.

Penelitian ini melibatkan 44 penyandang paraplegia dalam survei dan 10 orang
dari sampel dalam wawancara mendalam untuk menggali aksesibilitas dalam fasilitas
publik. Jumlah tersebut merupakan 30% dari total populasi jumlah penyandang
paraplegia di enam kecamatan sampel. Pemililan responden dilakukan dengan teknik
simple random sampling, sehingga semua populasi mempunyai kesempatan yang
sama untuk dipilih secara acak. Data yang digunakan berasal dari dua jenis data
yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data hasil survei dan
wawancara mendalam terhadap penyandang paraplegia, sementara data sekunder
meliputi data statistik dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Bantul, dan data dari enam kecamatan sampel. Tujuan dari dilakukannya
survei, wawancara, observasi, dan studi dokumen ini untuk melakukan verifikasi
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melalui teknik pengambilan data atau yang biasa disebut teknik triangulasi.

Tabel 1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian

Lokasi Sampel Jumiah Populasi éﬁﬁ'ﬁ:.
Kecamatan Pundong 13 5
Kecamatan Piyungan 18 6
Kecamaian Sewon 16 5
Kecamatan Jetis 15 6
Kecamaian Pleret 23 8
Kecamatan Bambanglipuro 39 1=
Jumlah 124 44

C. Temuan dan Analisis

1. Difabel dan Penyandang Paraplegia

Jumlah difabel fisik di Kabupaten Bantul sebanyak 1.940 jiwa, yang tersebar di 17
kecamatan. Jumlah difabel fisik mengalami peningkatan sejak terjadi bencana gempa
bumi, banyak korban yang mengalami luka berat sehingga menjadi difabel fisik
(penyandang paraplegia). Korban bencana gempa bumi yang menjadi difabel adalah
mereka yang mengalami cedera tulang belakang sehingga menjadi panyandang
paraplegia, yang mengalami amputasi kaki dan tangan serta yang mengalami fraktur
femur.

Kecamatan dengan jumlah difabel fisik terbanyak vyaitu Kecamatan
Bambanglipuro, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Pleret, Kecamatan Pundong,
Kecamatan Imogiri, Kecamatan Kasihan dan Kecamatan Jetis. Jumlah kecamatan
dengan penyandang difabel terbanyak merupakan kecamatan yang mempunyai titik
kerawanan bencana tinggi dan jumlah korban bencana gempa bumi terbanyak.

2. Karakteristik Demografi Penyandang Paraplegia

Responden dalam penelitian ini adalah 44 penyandang paraplegia yang tinggal di
enam kecamatan sampel. Karakteristik responden yang akan dijelaskan pada sub
bab ini adalah usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah tanggungan, Pendidikan,
pekerjaan, penghasilan dan organisasi yang diikuti.

Usia penyandang paraplegia yang paling muda adalah 21 tahun dan paling
tua berumur 65 tahun. Survei dilakukan pada tahun 2018 yaitu dua belas tahun
setelah bencana gempa bumi, ini berarti bahwa responden yang menjadi paraplegia
paling muda yaitu usia 13 tahun dan yang paling tua berusia 57 tahun. Jenis kelamin
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responden mayoritas perempuan yakni berjumlah 27 orang, sementara responden
laki-laki berjumlah 17 orang. Data menunjukkan jumlah penyandang paraplegia
berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada yang berjenis kelamin laki-
laki. Data ini mengkonfirmasi hasil penelitian bahwa aktivitas yang dilakukan oleh
penyandang paraplegia saat terjadi bencana gempa bumi adalah sedang memasak.
Aktivitas memasak banyak dilakukan oleh istri sedangkan suami sudah berada di luar
rumah untuk mengurus ternak atau sawah.

Mayoritas penyandang paraplegia berstatus sudah menikah (33 orang), tidak
menikah (9 orang) dan janda (2 orang). Penyandang paraplegia yang menikah untuk
aktivitas sehari-hari dibantu oleh pasangan, sedangkan penyandang paraplegia
yang belum menikah aktivitas sehari-hari dibantu oleh orang tua atau saudaranya
dan penyandang paraplegia yang berstatus janda untuk aktivitas sehari-hari dibantu
oleh anak atau cucunya. Sebelum suaminya meninggal aktivitas sehari-hari dibantu
oleh pasangan/suami. Jumlah tanggungan penyandang paraplegia sangat bervariatif
yaitu tidak mempunyai tanggungan, sampai dengan yang memiliki tanggungan
lebih 4 orang. Tanggungan dalam penelitian ini adalah orang yang bergantung pada
penyandang paraplegia dalam hal keuangan sehari-hari.

Mayoritas penyandang paraplegia memiliki pendidikan terakhir di tingkat SD
(15 orang), terbanyak ke dua yaitu SMA (17 orang), berpendidikan terakhir SMP
berjumal 6 orang, dan tidak sekolah 4 orang. Tingkat perguruan tinggi hanya dua
orang vyaitu tingkat sarjana dan diploma tiga. Berdasarkan data penelitian, ada tiga
penyandang paraplegia yang saat terjadi gempa bumi sedang menempuh pendidikan
di universitas, tetapi memutuskan untuk tidak melanjutkan. Alasan penyandang
paraplegia tidak melanjutkan pendidikan di universitas karena menjadi penyandang
paraplegia baru membutuhkan proses pemulihan yang lama sehingga membuat
mereka tidak berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya.

Jenis pekerjaan penyandang paraplegia sangat bervariatif. Pekerjaan yang
mereka tekuni saat ini mayoritas berubah dari pekerjaan sebelum menjadi penyandang
paraplegia. Tiga puluh orang memilih jawaban lainnya karena pekerjaan mereka
bervariasi dan apa-pun mereka lakukan untuk mendapatkan penghasilan. Contoh
pekerjaan yang mereka lakukan secara bersama adalah menjahit dan berdagang
online. Ada juga dari penyandang paraplegia yang berdagang dan juga merajut tas
sebagai penghasilan tambahan. Sementara, penyandang paraplegia yang bekerja
sebagai wiraswasta berjumlah 8 orang, pedagang 5 orang, dan tidak bekerja hanya
1 orang.

Jumlah penghasilan penyandang paraplegia sangat bervariatif namun mayoritas
berpenghasilan sangat minim, jauh di bawah upah minimun regional Kabupaten
Bantul. Rata-rata penghasilan penyandang paraplegia berjumlah Rp 500.000,00 per
bulanyakni sebanyak 33 orang. Penghasilan tertinggi Rp 3.000.000,00 diperoleh oleh
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satu orang penyandang paraplegia. Minimnya penghasilan penyandang paraplegia
karena mayoritas mereka bekerja tidak tetap atau serabutan.

Setelah menjadi penyandang paraplegia semua penyandang paraplegia
mengikuti organisasi difabel yang dibentuk oleh pemerintah dengan bantuan LSM dan
masyarakat. Rata-rata penyandang paraplegia mengikuti lebih dari satu organisasi.
Penyandang paraplegia aktif dalam organisasi dengan alasan untuk mendapatkan
motivasi karena bertemu dengan teman sesama difabel. Selain itu dalam organisasi
diadakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas difabel agar mampu memperoleh
penghasilan yang lebih layak.

3. Aksesibilitas Layanan Kesehatan bagi Difabel

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, mengenai aksesibilitas layanan kesehatan
bagi difabel terbagi menjadi dua kategori yaitu sarana kesehatan dan tenaga medis.
Sarana kesehatan terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling,
rumah sakit, rumah bersalin dan balai pengobatan. Data tahun 2017 menunjukkan
jumlah puskesmas 27 unit dan puskesmas pembantu berjumlah 67, ini berarti bahwa
di setiap kecamatan mempunyai satu atau lebih puskesmas, baik puskesmas utama
maupun pembantu. Ketersediaan rumah sakit ada 16 rumah sakit, ini memenuhi
kebutuhan masyarakat Kabupaten Bantul, namun di Kabupaten Bantul belum
tersedia rumah bersalin.

Penyandang paraplegia pada saat setelah bencana gempa bumi mendapatkan
perawatan di rumah sakit hingga sembuh secara gratis. Kemudian setelah keluar
dari rumah sakit penyandang paraplegia mengikuti penyesuaian diri sebagai difabel
(pengguna kursi roda) di YAKKUM. Penyesuaian diri ini dilakukan agar penyandang
paraplegia terbiasa dan mampu beradaptasi hidup dengan menggunakan kursi roda
secara mandiri (tidak bergantung pada orang lain). Penyesuaian diri di YAKKUM
berlangsung dalam waktu 2 - 6 bulan. Setelah penyandang paraplegia dapat
beradaptasi dengan kehidupan barunya, mereka kembali ke rumah masing-masing.
Hal ini senada dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh EP, salah seorang
penyandang paraplegia.

Saya dulu di rawat di RS Sarjito, karena mengalami cedera tulang belakang,
saya sekitar satu bulan di rumah sakit mbak. Saya dioperasi dan pemulihan
selama satu bulan. Setelah keluar dari RS Sarjito saya dan teman-teman di
antar untuk rehabilitasi atau latihan hidup mandiri di YAKKUM, semuanya
gratis. Saya tidak diminta bayaran sepeser pun”. (Wawancara Mbak EP, 25
Juli 2018 lokasi di Rumah EP di Pundong, Bantul).

Berdasarkan informasi dari penyandang paraplegia ada saat mereka kembali ke
rumah, petugas kesehatan masih rutin mengunjungi penyandang paraplegia setiap
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satu minggu sekali. Tujuan dari kehadiran tenaga kesehatan untuk memberikan
edukasi bagaimana terapi bagi penyandang paraplegia dan edukasi agar penyandang
paraplegia terhidandar dari penyakit dekubitus. Perlu diketahui bahwa penyakit
dekubitus ini menjadi penyebab kematian yang paling utama bagi penyandang
paraplegia. Hasil wawancara dengan TM salah satu penyandang paraplegia
menyampaikan hal senanda.

Pulang ke rumah, petugas puskemas rutin datang ke rumah saya, Mbak.
Kami yang difabel ini gampang sekali terkena penyakit dekubitus, sehingga
petugas memberikan saran agar rutin berjemur, miring dan membersihkan
bagian punggung biar tidak korengan. Cairan infus dan perban smuanya
diberikan gratis. (Wawancara Ibu TM, 25 Juli 2018 lokasi di Rumah TM di
Bambanglipuro Bantul)

Setelah satu tahun berlalu petugas kesehatan tidak ada lagi yang berkunjung
untuk memberikan edukasi dan memeriksakan kesehatan penyandang paraplegia.
Pelayanan yang diberikan kepada penyandang paraplegia adalah biaya rawat jalan
dan rawat inap secara gratis di seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten
Bantul. Kebiasaan yang dilakukan oleh penyandang paraplegia adalah secara
rutin minta cairan NaCl untuk merawat luka. Mereka sangat rentan sekali terkena
dekubitus. Apabila sudah terkena luka mereka langsung merawat luka dengan cairan
NaCl. Selain cairan NaCl penyandang paraplegia juga meminta kapas dan perban
yang diberikan secara gratis.

Selain kemudahan fasilitas pelayanan kesehatan, aksesibilitas gedung
puskesmas dan rumah sakit juga sudah sangat aksesibel bagi pengguna kursi roda.
Jalan menuju puskesmas sangat bagus dan aksesibel bagi pengguna kursi roda,
sepeda modifikasi, dan motor modifikasi. Setiap puskesmas sudah tersedia ramp bagi
pengguna kursi roda, baik di ruang pendaftaran, ruang UGD, dan ruang pemeriksaan.
Tersedianya layanan ini menjadikan penyandang paraplegia dapat dengan mandiri
datang ke puskesmas atau rumah sakit. Berdasarkan hasil wawancara dengan SKN
yang menyampaikan hal serupa.

Dari gempa sampai sekarang alhamdulillah semua fasilitas kesehatan
yang saya dapatkan semuanya gratis. Baik rawat jalan maupun rawat inap
semuannya gratis. Puskesmas dan rumah sakit yang terdekat dengan rumah
saya juga sudah bisa dilewati kursi roda dan motor modifikasi kami. Jadi
kami tidak ada kesulitan dalam hal kesehatan. (Wawancara Bapak SKN, 30
Juli 2018 lokasi di Rumah SKN di Jetis Bantul).
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4. Aksesibilitas Layanan Pendidikan bagi Difabel

Kondisi pendidikan di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu
sarana pendidikan, jumlah guru, dan jumlah murid. Jumlah sarana pendidikan yang
ada di Kabupaten Bantul tersedia dari tingkat SD hingga SMA/SMK sudah sangat
memadai. Rasio jumlah perbandingan guru dan murid sudah memenuhi standar,
misalnya untuk di tingkat SD/MI guru mengajar 15 murid. Lebih jelasya data statistik
pendidikan di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2 Statistik Pendidikan di Kabupaten Bantul

Sarana pendidikan (unit 2015/2016 | 2016/2017 2017/2018
Tingkat SD/MI 392 392 393
Tingkat SMP/Mts 110 112 113
Tingkat SMU/MA 48 49 50
Tingkat SMK 49 49 49
Guru (orang)

Tingkat SD/MI 5340 5227 4942
Tingkat SMP/MTs 3020 3128 2470
Tingkat SMU/MA, 1628 1625 1230
Tingkat SMK 1934 1861 1848
Murid (orang)

Tingkat SD/MI 78897 80088 75339
Tingkat SMP/M1s 36067 38652 30920
Tingkat SMU/MA, 17148 17644 13398
Tingkat SMK 16593 16785 18496

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Bantul tahun 2018

Angka partisipasi sekolah pada tahun 2017 untuk SD/MI 100%, SMP 100%
dan SMA/SMK 86,81 %. Data tersebut sudah cukup bagus, tetapi untuk jenjang
SMA/SMK perlu ditingkatkan. Angka partisipasi murid pada tahun 2017 untuk SD/
MI 99,29%, SMP 84,45% dan SMA/SMK 73,25 %. Data ini menunjukkan bahwa
angka partisipasi murid di tingkat SMA/SMK perlu ditingkatkan.

Idealnya layanan pendidikan bagi difabel di Kabupaten Bantul adalah adanya
sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi
merupakan sekolah umum di semua jenjang sekolah yang menerima peserta didik
difabel belajar bersama dengan peserta didik bukan difabel dalam satu kelas. Konsep
pendidikan inklusi di Kabupaten Bantul belum diimplementasikan secara maksimal.
Hal ini senada juga disampaikan oleh ND pada sesi wawancara.

Saya menjadi difabel saat gempa itu umur 12 tahun dan saya kelas 1 SMP.
Karena setelah dr RS Sarjito saya Recovery di YaKKUM dan di Bantul blm
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ada SMP untuk anak dengan kursi roda, saya SMP di Hamongputra Sleman.
(Wawancara ND).

Berdasarkan pada data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul tahun 2017 jumlah
sekolah inklusi di Kabupaten Bantul adalah 10 sekolah yang terdiri dari 7 Sekolah
Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 1 Sekolah Menengah Atas
(SMA). Jumlah sekolah inklusi dibandingkan dengan jumlah total sekolah yang ada di
Kabupaten Bantul hanya 1%. Jumlah ini sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah
difabel usia sekolah di Kabupaten Bantul. Data nama sekolah penyelenggara pendi-
dikan inklusi di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Daftar Nama Sekolah Inklusi di Kabupaten Bantul Tahun 2017

Jenjang Sekolah inklusi

5D Petir I, Jatimulye, Sri Martani, Kemlangsari, Piyungan, Bantul
oD Watu, Watu, Panjangrejo, Pundong. Bantul

5D Jolosutro, Pivungan, Bantul

5D Sedayu lll. Ngentzk, Argorejo Sedayu, Bantul

SD Gunung Mulyo, Sengon Karang, Argomulyo Sedayu, Bantul
SDN 2 Kretek, Greges. Donoutreo. Kretek, Bantul

SDN Kepanjen, Banguntapan, Bantul

sD

" & & & & 8 @

SMP o SMP Negen 2 Sewen, JI. Parangtritis KM &, Bangunharje, Sewen, Bantul
e SMP PGRI Kasihan, JI. PGRI 1/05, Kasihan, Bantul

SMA + SMA N 1 Sewon Bantul

Sumber: Data Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul, 2017

Layanan pendidikan bagi siswa difabel selain sekolah peyelenggara pendidikan
inklusi adalah Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun SLB ini merupakan konsep pendidikan
segregasi yaitu memisahkan siswa difabel dengan siswa non-difabel. Prinsip-prinsip
pendidikan segregasi bertentangan dengan prinsip education for all yaitu pendidikan
bagi orang tanpa terkecuali sehingga setiap siswa memiliki hak untuk belajar/
memperoleh ilmu yang setara. Meskipun demikian, layanan yang diberikan oleh
Sekolah Luar Biasa (SLB) sudah cukup aksesibel, baik secara fisik maupun proses
pembelajaran. Sekolah luar biasa telah menyediakan guiding block untuk siswa
difabel netra dan ramp untuk siswa fisik. Pada proses pembelajaran tersedia guru
pendamping khusus sesuai dengan ragam disabilitasnya.

5. Aksesibilitas Fisik pada Kantor Layanan Publik, Tempat Ibadah, dan Jalan di
Sekitar Rumah Penyandang Paraplegia

Pascabencanagempabumitahun 2006 jumlah difabel di Kabupaten Bantul meningkat

signifikan jumlahnya. Pada fase rehabilitasi bangunan saran adan prasarana publik,
pemerintah membuat kebijakan bahwa semua gedung dan fasilitas umum harus
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aksesibel bagi difabel.

Kantor-kantor desa dan jalan-jalan di sekitar rumah penyandang paraplegia juga
dibuat aksesibel bagi pengguna kursi roda. Kantor desa diupayakan pembangunannya
oleh pemerintah, sedangkan jalan-jalan di sekitar rumah penyandang paraplegia
diupayakan dari dana pemerintah dan dana swadaya masyarakat. Aksesibilitas di
tempat ibadah juga diberikan kepada difabel/ penyandang paraplegia. Masjid dan
gereja diberi ramp atau dibuat berundak-undak hanya setinggi maksimal 10 cm agar
memudahkan kursi roda untuk memasuki tempat ibadah.

D. Kesimpulan

Bencana gempa bumi dapat memberikan dampak yang merugikan, tidak
hanya kerusakan bangunan, kerugian ekonomi, dan korban jiwa tetapi juga korban
yang mengalami cedera parah sehingga menjadikannya seorang difabel. Hidup
sebagai difabel baru membutuhkan adaptasi yang kuat juga cepat agar tetap bisa
melangsungkan hidup seperti sebelumnya. Proses adaptasi tersebut membutuhkan
dukungan yang ekstra, salah satu bentuk dukungannya adalah berupa kemudahan
atau aksesibilitas dalam mengakses sesuatu agar dapat menjalankan perannya
sebagai individu dalam kehidupan sosial. Penyediaan aksesibitas bagi difabel
termasuk aksesibitas fisik bagi penyandang paraplegia di tempat-tempat layanan
publik penting untuk memastikan partisipasi penuh mereka dalam masyarakat dan
mempermudah mereka dalam proses adaptasi setelah menjadi difabel. Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul sudah cukup mengusahakan penyedian aksesibilitas
bagi penyandang paraplegia di Kabupaten Bantul. Banyak dari fasilitas umum dan
penyedia layanan publik menyediakan aksesibilitas sebagai bagian dari pemenuhan
hak bagi difabel khususnya penyandang paraplegia.

E. Catatan

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak/ibu penyandang paraplegia
anggota organisasi Persatuan Bangkit Bersama dan Paguyuban Penyandang
Paraplegia Yogyakarta (P3Y) yang sudah bersedia terlibat pada penelitian ini. Penulis
juga mengucapkan terimakasih kepada Dinas Sosial DIY, BPDD Kabupaten Bantul,
Dinas Sosial Kabupaten Bantul serta BPS Kabupaten Bantul yang telah memberikan
data sekunder untuk melengkapi data Penelitiann ini. Semoga Penelitian ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat dan akademisi.
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